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BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 
 

 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 
NOMOR 13 TAHUN  2024 

  

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31  ayat 

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu 

diatur tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 

2024; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa 

Tahun 2024. 

Mengingat : 
 

1. 
 

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 

(lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 

Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5234); 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa    

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2091); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094). 
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  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 
 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 

APBDESA TAHUN 2024 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

   Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  

memiliki  batas  wilyah  yang berwenang untuk 

mengaturdan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara  Kesatuan Republik 

Indonesia. 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 

disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 

disebut  APBDesa, adalah rencana  keuangan  tahunan 

pemerintahan Desa. 

6. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok kebijakan 

\ penyusunan, pembahasan dan Penetapan APBDesa. 
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Pasal 2 

(1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 

meliputi: 

a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten 

dengan kewenangan desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKPDesa); 

b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa); 

c. kebijakan Penyusunan APBDesa; 

d. teknis Penyusunan APBDesa; 

e. hal khusus lainnya. 

(2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 

2024 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

  Ditetapkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal  27  Maret 2024 
 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 
 

ttd. 
 

H. SUHARDIMAN AMBY 

Diundangkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal    Maret  2024 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, 
 

            ttd. 
 

H. FAHDIANSYAH 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 N0M0R 13 

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM 
 
 
 
YUNITA TRISIA, SH., MH 
Pembina Tk. I   
NIP. 19770603 200012 2 001 

 


